BABV

PEMBAHASAN

Bedah Mayat di RS Bhayangkara Kediri Perspektif Hukum Positif
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di RS Bhayangkara
Kediri yang telah dipaparkan di Bab 4 akan dianalisis dengan berbagai
peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia, meliputi:
Undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
1.  Maksud dan tujuan otopsi
a. Berdasarkan Undang-undang Kesehatan maksud dan tujuan otopsi
di RS Bhayangkara Kediri memenuhi ketentuan pada :
a) Undang-undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992
Pasal 70
(2) Dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan dapat
dilakukan bedah mayat untuk penyelidikan sebab penyakit
dan atau sebab kematian serta pendidikan tanaga
kesehatan.'

RS Bhayangkara Kediri telah memenuhi unsur pasal 70
ayat (1) bahwasannya untuk melaksanakan penelitian dan
pengembangan ilmu dapat dilakukan bedah mayat yang
mempunyai maksud dan tujuan untuk mengetahui sebab

kematian dari seseorang yang diakibatkan oleh kekerasan

yang terjadi di dalam tubuh jenazah.

'Undang-undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992



b) Pasal 122 Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009
bahwa :

(1) Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan
bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.’

Menurut Prof. Subekti, S.H Seorang pakar hukum pidana
menyatakan bahwa otopsi merupakan pemeriksaan yang dilakukan
oleh dokter forensik terhadap jasad seseorang yang telah mati
untuk mengetahui atau menetapkan sebab kematianya, keterangan
itu diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.’Otopsi yang
dilakukan Rs Bhayangkara Kediri telah memenuhi unsur “Untuk
kepentingan penelitian, pengembangan penegakan hukum dapat
dilakukan bedah mayat” terlihat jelas bahwa maksud dan tujuan
otopsi di RS Bhayangkara Kediriuntuk menegakan hukum yakni
mengungkap sebab kematian seseorang apakah kematianya adalah
hasil dari tindak pidana atau bukan. Maka hal ini dapat dijadikan
bukti di persidangan pengadilan pidana untuk mendapatkan
keadilan.

b. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidanamaksud

dan tujuan otopsi di RS Bhayangkara Kediri memenuhi ketentuan

pada Pasal 133 ayat (1) bahwa :

? UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009
* Gumilang, Kriminalistik pengetahuan tentang teknik dan taktik penyidikan, (Bandung:
Angkasa, 1993) hal. 53



Pasal 133
(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan
menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun
mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak
pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan
ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan
atau ahli lainnya;
Maksud dan tujuan dari otopsi di RS Bhayangkara Kediri

3

telah memenuhi unsur “untuk kepentingan peradilan menangani
seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga
karena peristiwa yang merupakan tindak pidana”seperti yang
dijelaskan dalam pasal diatas. Sesuai dengan pernyataan yang
diungkapkan oleh dokter forensik dr. Tutik Purwanti, Sp.F* bahwa
maksud dari otopsi itu adalah pemeriksaan luar dan pemeriksaan
dalam untuk mencari kelainan kekerasan, yang terjadi di dalam
tubuh jenazah kemudian dan mengaitkan dengan penyakit-penyakit
atau kekerasan yang ada.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan
Otopsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidanaialah
sebab pasti kematian, mekanisme kematian dan cara kematian. Dan
untuk tujuan otopsi yang dilakukan di RS Bhayangkara sendiri

mempunyai tujuan untuk membantu proses sidik lidik guna

mengetahui sebab kematian dari seseorang.

*Hasil Wawancara dengan dr. Tutik Purwanti, Sp.F



2.

Prosedur permintaan otopsi

a. Berdasarkan Undang-undang Kesehatanno 36 Ttahun 2009

prosedur permintaan otopsi di RS Bhayangkara Kediri memenuhi
ketentuan dalam :

Pasal 118

(1)Mayat yang tidak dikenal harus dilakukan upaya identifikasi;

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung
jawab atas upaya identifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1);

Dalam prosedur permintaan otopsi di RS Bhayangkara Kediri
sesuai ketentuan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009
telah memenuhi unsur “upaya identifikasi” bahwasannya
identifikasi harus dilakukan terhadap mayat guna mengetahui sebab
kematian.Untuk mayat yang belum diketahui identitasnya maka
dokter forensik RS Bhayangkara Kediri melakukan pemeriksaan
identifikasi jenazah terlebih dahulu dengan primary identifying
(pemeriksaan gigi, sidik jari, DNA), dan secondary ident (medis,
property), sesuai dengan pernyataan dr. Tutik Purwanti, Sp.F.
Berdasarkan pasal tersebut yang bertanggung jawab atas
permintaan upaya identifikasi dilakukan oleh pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat.

b. Berdasarkan KUHAP

RS Bhayangkara saat menerima permintaan otopsi oleh

penyidik telah memenuhi ketentuan dalam pasal :

*Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009



Pasal 133

(1

2)

G)

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani
seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang
diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia
berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada
ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;
Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu
disebutkandengan tegas untuk pemeriksaan luka atau
pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat;
Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau
dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik
dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan
diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi
cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian
lain badan mayat.

Pasal 134

(1)

2)

3)

Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan
pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari,
penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada
keluarga korban.

Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan
dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu
dilakukannya pembedahan tersebut.

Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun
dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan,
penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Rs Bhayangkara Kediri sudah memenuhi unsur pasal 133

ayat (1) bahwasanya dokter spesialis forensik RS Bhayangkara

Kediri menerima tugas otopsi kapanpun karena di mintai oleh

penyidik guna pembuktian di pengadilan, RS Bhayangkara Kediri

tidak menyediakan jenazah namun menerima untuk dilakukan

otopsi sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh narasumber

dr. Tutik Purwanti, Sp.F.



Pemeriksaan oleh kedokteran forensik atau yang ahli
terhadap hal itu terhadap korban yang luka, korban yang meninggal
atau melakukan bedah mayat untuk kepentingan proses peradilan
adalah merupakan tugas sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang
terkait. Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan
pada saat terjadi tindak pidana akan diterangkan harus diberikan
secara tertulis yang disebut dengan Visum Et Repertum.®

Dalam unsur pasal 133 ayat (2) RS Bhayangkara Kediri
sudah memenuhi karena setiap pemeriksaan jenazah semua fakta
mengenai kondisi tubuh direkam dan dicatat, rekaman bisa dengan
menggunakan kamera foto sebanyak dan seakurat mungkin
melingkupi keseluruhan bagian detail tubuh mayat tersebut.

Ahli kedokteran kehakiman dalam memberikan bantuannya
dapat berupa :

a. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara;

b. Pemeriksaan korban yang luka;

c. Pemeriksaan mayat;

d. Pemeriksaan korban yang sudah dikubur kemudian digali

kembali;

e. Pemeriksaan barang bukti;

f. Memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan.’

Koesparmono Irsan, Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata
danHukum Pidana, (Bekasi :Gramata Publishing , 2016), hal. 245
"Ibid, hal. 11



Dalam pasal 133 ayat (2) juga sangat penting bagi
pengadilan, artinya keterangan ahli akan sangat membantu bagi
terbukti atau tidaknya suatu perkara, mengingat laporan bilamana
laporan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dianggap sebagai
hasil alat bukti yang sah dan ini hanya mungkin bilamana misalnya,
terhadap bedah mayat forensik dilakukan secara lengkap dan
modern, dapat dengan pasti secara akurat, ditentukan sebab-sebab
kematian seseorang. Pasal ini mengartikan jika suatu kematian
nampak disebabkan oleh kekerasan, bedah mayat forensik selalu
harus dilakukan, kecuali jika ada bukti yang meyakinkan
ditemukan, bahwa kematian disebabkan oleh bunuh diri.

Di RS Bhayangkara juga sudah memenuhi unsur dalam pasal
134 KUHAP karena penyidik berkewajiban memberitahukan,
menerangkan, dengan jelas kepada pihak keluarga korban tentang
maksud dan tujuan pembedahan tersebut, akan tetapi dalam kurun
waktu dua hari pihak keluarga tidak ada tanggapan maka penyidik
akan tetap melaksanakan pembedahan tersebut sesuai dengan
ketentuan yang dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) KUHAP.

3. Kasus otopsi
a.  Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

dr. Tutik Purwanti, Sp.F dokter spesialis forensik RS

Bhayangkara Kediri yang melakukan otopsi terhadap kasus yang

terjadi terhadap korban Mulyono, laki-laki, 35 tahun, Ponorogo,



Jawa Timur, merupakan kasus pengeroyokan, awal mula nya
keluarga korban tidak menyarankan untuk dilakukannya otopsi
terhadap korban, setelah mendapatkan penjelasan dari penyidik
tentang maksud dan tujuan otopsi akhirnya keluarga memberikan
persetujuan untuk dilakukannya penggalian terhadap jenazah

korban.®

Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidanaterhadap pelaksanaankasus bedah mayat yang diminta
penyidik kepada dr. Tutik Purwanti, Sp.F dokter spesialis forensik
RS Bhayangkara Kediri merupakan bedah mayat yang memerlukan
penggalian mayat,ketentuan ini telah memenuhi unsur dalam pasal
135 KUHAP “ Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan
perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (2) dan
pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.”” Seperti kasus yang
dipaparkan diatas maka penyidik wajib memberitahukan lebih
dahulu kepada keluarga korban, dan apabila keluarga keberatan
penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang
maksud dan tujuan perlunya diberlakukan pembedahan tersebut
ataupun ataupun penggalian mayat tersebut.

Kasus yang kedua ialah Achmat wahyu sobirin, laki-laki,

umur 26 tahun, Kediri Jawa Timur, merupakan kasus pembunuhan

*Dokumentasi data dari RS Bhayangkara Kediri
’Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana



yang dilakukan oleh seorang temannya yang berinisial MUA, 26
tahun warga Kediri Jawa Timur, dalam kasus ini korban ditemukan
tewas dengan luka bakar di sekujur tubuhnya dan luka-luka di
beberapa bagian tubuhnya.Oleh sebab itu, mayat tersebut langsung
dikirim penyidik ke RS Bhayangkara untuk dilakukannya otopsi."
Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
dalam kasus ini, dr.Tutik Purwanti, Sp.F mendapat permintaan dan
menerima mayat yang akan di otopsi dari penyidik. Kewenangan
penyidik untuk meminta keterangan ahli kepada ahli kedokteran
kehakiman yang dilakukan di RS Bhyangkara Kediri telah
memenuhi unsur dalam pasal 133 ayat (1) “Dalam hal penyidik
untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka,
keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang
merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan
keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan
atau ahli lainnya”."!
4.  Petugas yang melakukan otopsi

a. Berdasarkan Undang-undang Kesehatan petugas yang melakukan
otopsi memenuhi ketentuan dalam :
Pasal 121 ayat (1) :
(1) Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanya dapat

dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan
kewenangannya.

""Dokumentasi data dari RS Bhayangkara Kediri
"Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
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Pasal 122 ayat (2) :

(2) Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau dokter lain apabila
tidak ada dokter ahli forensik dan rujukan ke tempat yang ada
dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan.'

Di RS Bhayangkara Kediri telah memenuhi pasal 121 ayat
(1) Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 bahwa yang
dimaksud dalam unsur “dokter sesuai dengan keahlian dan
kewenangannya” merupakan ahli kedokteran spesialis forensik,
dokter, dokter (bukan ahli kedokteran forensik).

Dan di dalam pasal 122 ayat (2) sudah dijelaskan dengan
jelas bahwa yang melakukan otopsi ialah dokter spesialis forensik
yang ada di rumah sakit tersebut.

b. Berdasarkan KUHAP petugas yang melakukan otopsi memenuhi
ketentuan dalam pasal :

(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani
seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang
diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia
berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada
ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;
RS Bhayangkara Kediri sudah memenuhi dalam unsur pasal

133 ayat (1) KUHAP penyidik dapat meminta bantuan dokter

untuk pemeriksaan luar jenazah (pemeriksaan jenazah) atau

pemeriksaan luar dan dalam jenazah (pemeriksaan bedah jenazah

"“Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009
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atau otopsi). Dokter yang diminta untuk melakukan pemeriksaan
jenazah bisa dokter yang melaporkan kematian tersebut, bisa juga
dokter lainnya, akan tetapi di RS Bhayangkara yang melakukan
otopsi itu ialah dokter spesialis forensik di rumah sakit tersebut.
Setiap dokter yang diminta untuk melakukan pmeriksaan jenazah
oleh penyidik wajib melakukan pemeriksaan sesuai dengan
permintaan surat visum et repertum (SPV) penyidik.
5. Tata cara pelaksanaan otopsi
a. Berdasarkan Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009
Ditinjau dari Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun
2009 tata cara pelaksanaan otopsi di RS Bhayangkara Kediri telah
memenuhi sebagian unsur dalam pasal :
Pasal 121
(2) Dalam hal pada saat melakukan bedah mayat klinis dan bedah
mayat anatomis ditemukan adannya dugaan tindak pidana,
tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada penyidik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.'
Di RS bahayangkara Kediri bahwasannya hanya melakukan
bedah mayat forensik dan bedah mayat klinis, akan tetapi dilihat
dari penjelasan pasal diatas ada salah satu jenis bedah mayat yang

sesuai dilaksanakan di RS Bhayangkara Kediri tersebut ialah bedah

mayat klinis. Sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh dr.

Undang-undang Keseatan nomor 36 tahun 2009
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Tutik Purwanti, Sp.F bahwa tata cara pelaksanaan otopsi yang

dilkaukan ialah'* :

Mencocokan administrasi jenazah (apakah sesuai dengan
surat visum dari penyidik)

- Dilakukannya pemeriksaan luar (pemeriksaan properti,
pemeriksaan benda di samping jenazah, periksaan bagian luar
jenazah berupa berat badan; timbangan’ tanda khas dari
jenazah; mencari kelainan dan kekerasan di tubuh jenazah)

- Pemeriksaan dalam (pembedahan jenazah dari ujung kepala
sampai ujung kaki)

- Pemeriksaan tambahan (pemeriksaan laboratotium) meliputi
pemeriksaan toksiologi dan hispatologi

b. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Tata cara pelaksanaan otopsi di RS Bhayangkara Kediri

sudah memenuhi ketentuan dalam pasal 133 KUHAP :

Pasal 133

(3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau
dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik
dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan
diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi
cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian
lain badan mayat.
Sebelum pemeriksaan luar dilakukan harus dimulai dulu

dengan identifikasi mayat. Dokter harus tahu dengan pasti bahwa

mayat yang akan diperiksa betul-betul mayat yang dimaksud dalam

"“Hasil wawancara dengan dr. Tutik Purwanti, Sp.F
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surat permintaan Visum et Repertum. Untuk menghindari
penukaran mayat yang mungkin dapat terjadi bila mayat yang
diperiksa lebih dari satu, bermaterai pada ibu jari kaki atau bagian
lain badan mayat. Dalam hal ini penyidik tidak perlu mengikat
sendiri label pada ibu jari kaki mayat, tetapi dapat minta bantuan
kepada petugas bagian ilmu kedokteran kehakiman untuk
melakukan itu atas petunjuknya. Lak yang diberi cap jabatan tidak
mutlak diperlukan, tetapi label yang memuat identifikasi mayat
harus ada. Identifikasi mayat sebelum dilakukan pemeriksaan
jenazah di RS Bhayangkara Kediri sudah memenuhi unsur dalam
pasal 133 ayat (3)."

Setelah melakukan upaya identifikasi jenazah, dokter harus
segera melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah tersebut
sesuai permintaan penyidik pada surat Visum et Repertum. Jika
pada Surat Visum et Repertum yang diminta adalah pemeriksaan
bedah jenazah, maka dokter pada kesempatan pertama cuma perlu
melakukan pemeriksaan luar saja. Pemeriksaan luar jenazah dalam
rangka Surat Visum et Repertum dari penyidik harus dilakukan
secara seksama, selengkap dan seteliti mungkin, dan bila dianggap
perlu dilengkapi dengan sketsa atau foto luka-luka yang ditemukan

di tubuh korban untuk mencegah adanya data yang terlewatkan.

M. Soekry Erfan Kusuma, dkk, /Imu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, hal. 204-205
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Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis dapat
menyimpulkantidak terdapat unsur pelanggaran hukum dalam
pelaksanaan otopsi di RS Bhayangkara Kediri dandalam
menangani otopsi sudah sesuai dengan Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Kesehatan.

Bedah Mayat di RS Bhayangkara Kediri perspektif Hukum Islam

Berbicara tentang hukum Islam, tidak dapat dilepaskan dari
membicarakan tujuan syariat Islam secara umum, karena hukum islam
merupakan bagian dari syariat Islam. Tujuan syariat Islam diturunkan oleh
Allah adalah untuk maslahat atau kepentingan dan kebijakan umat manusia,
sehingga terwujud misi ajaran Islam yang dikenal bahasa ‘“rahmatan lil
‘alamin”, serta menghindarkan mereka dari kerusakan bahaya di dunia dan
akhirat. Tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat membedakan
syariah islam dengan hukum atau undang-undang yang dibuat oleh manusia.
Hak ini karena peraturan buatan manusia itu hanya mengatur kehidupan di
dunia saja.'®

Tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup
manusia secara individual dan sosial. Maslahat yang akan diwujudkan oleh
hukum islam dan telah ditetapkan dalam teks nash hukum syari’at adalah
maslahat yang hakiki yaitu memelihara lima hal yaitu Agama (hifz-al-din),

keturunan (hifz al-nash), harta (hifz al-mal), akal (hifz al-‘aql), dan jiwa

' Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Hukum Keadilan dan Hak Asasi

Manusia (Tafsir al-Qur’an Tematik), (Jakarta : Latjnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2010),

hal.56
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(hifz al-nafs).”’Menjaga jiwa termasuk syari’at yang mulia karena itu
banyak ayat-ayat al-Qur’an dan hadits Nabi SAW yang memerintahkan
untuk menjaga nyawa dan melarang keras dari segala hal yang dapat

melukai. Nabi Muhammad SAW bersabda:

(el olgy ) 55 iy oot 5 2 1 e O3 L 5 L1 i

“Hilangnya dunia beserta isinya sungguh lebih ringan di sisi Allah daripada
terbunuhnya seorang muslim dengan tidak benar.” (HR. Tirmidzi).

Pembicaraan mengenai hukum bedah mayat atau yang dikenal dengan
sebutan otopsi, tidak lepas dari kajian figh kontemporer, sebab praktik
otopsi yang sebagaimana dilakukan sekarang merupakan permasalahan yang
muncul dewasa ini. Dalam islam, segala permasalahan yang timbul
hendaknya dicarikan jalan keluar (dikembalikan) kepada nas yang ada, baik

al-Qur’an atau as-Sunnah sebagaimana firman Allah yang berbunyi'® :

&2 £20 2 - [ z ~ 2 0

i AN U3l 23T Tkl T Tl Sk 5l B

> -
s

s N s oo Rk TLGT AN
)ng\) U'“"'\)Jﬁ" G,U,’Jﬁ\)\ szj\j

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya” (Q.s an Nisa : 59).

"Mohammad Daud Ali, Hukum Islam,(Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal.63

18Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahannya,( Bandung : Sinar Baru
Algesindo, 2011) hal.87
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Namun apabila dalam nash tidak ditemukan jawaban atas
permasalahannya tersebut, maka seorang ulama dapat berusaha dengan
segenap kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki untuk melakukan
ijtihad, dengan tetap memperhatikan tata aturan kaidah-kaidah yang telah
ditentukan, sehingga seseorang tidak melakukan ijtihad sekehendak hatinya.

Seperti yang diungkapkan dalam keputusan Bathsul Masail tahun
1991 di Madura Jawa Timur bahwa'® :

Hukum bedah mayat mengingat motifasi yang dilandasi diadakannya
antara lain sebagai berikut:

a. Untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam rahim mayat

adalah hukumnya wajib

b. Untuk mengeluarkan benda yang berharga di dalam rahim

hukumnya ditafsil sebagai berikut : Apabila benda itu milik orang
lain dan pemiliknya menuntut untuk dikembalikan dan tidak ada
yang menanggungnya, maka wajib dibedah karena benda itu tidak
menjadi hak ahli waris (haqqul warotsah) sebab sudah ditelan sejak
ia masih hidup

c. Untuk kepentingan penegakan hukum

d. Untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan

Untuk keputusan (c) dan (d) hukumnya khilaf (dua pendapat)

Ali Maghfur Syadzili Iskandar dan Muhammad Yusuf Alkaf, NU Menjawab
Problematika Umat (Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur 1991-2013), ( Surabaya : Bina
Aswaja, 2013), hal. 2
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Haram berdasarkan keputusan Munas Tharigah Mu’tabarah tahun
1975 berdasarkan keterangan yang bersumber dari kitab Muhibbah
Dzil Fadl karya syeikh Mahfuzh al-Tirmasi hal 309.
Boleh berdasarkan kitab Fatawi As syari’ah Wal Buhuts Al Islami
susunan Syeikh Hasanin Makhluf dengan ketentuan sebagai hal
berikut :
- Kafir hasbi
- Murtad
- Kafir dzimmi
- Muslim

Dasar Pengambilan hukum tersebut diambil dari kitab Ia’nah Ath-

Thalibin juz 2 :

“Tidak boleh seorang perempuan yang mati dikubur sedangkan di
dalam rahimnya ada janin. Sehingga telah dinyatakan meninggal, dan wajib
membuka atau wajib sebagian perut dan mengeluarkannya. Diharapkan ada
kehidupan untuk bayinya. Diharapkan kehidupannya berumur 6 bulan atau
lebih maka tidak diharapkan kehidupan janin tersebut maka haram di bedah,
tetapi penguburan perempuan itu diakhirkan sehingga janinnya benar-benar
meinggal”.*’

Dasar hukum ke dua dalam kitab al-Muhdzab juz 2

“Jika seorang mayit menelan barang atau benda milik orang lain dan
dia mati kemudian pemiliknya menuntut maka perutnya di bedah dan
bendannya itu dikembalikan. Dan jika benda atauzat itu milik mayit sendiri
maka ada dua pendapat :

a. Tubuh mayat di bedah karena sesungguhnya hanya benda atau zat
tadi menjadi warisan atau harta peninggalan maka hukumnya
seperti halnya milik orang-orang lain.

b. Tidak boleh dibedah karena melakukan pembedahan mayit tersebut
bisa menyebabkan kerusakan pada zat tersebut di dalam

*Sayyid Bakri Syatha, Ia 'naha Ath-Thalibin, ( Semarang : Tohaputra), hal. 122
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kehidupannya. Maka tidak ada hubungannya dengan hak-hak

. 521
waris”.

Dasar hukum ke tiga dalam kitab Fatawi As-sar’iyyah wa al-buhus al-
islamiyah, syeikh husen makhluf

“Sebagian dari sesuatu yang dikedepankan dalam kedokteran bahkan
bagian hal terpenting dalam kedokteran, jadi melakukan pembedahan jasad
(otopsi) maka tidak mungkin seorang dokter itu ketika dia menjadi dokter
bedah dan mengobati orang-orang sakit dengan macam-macam penyakit
beraneka ragam. Kecuali jika dia mengetahui terkait pengalaman dan
percobaan tentang membedah jasad manusia baik dalam ilmu maupun
pengalamannya. Shingga dia berkata “ jika terdapat kondisi tentang bedah
atau pembedahan seperti yang disebutkan diatas, maka pembedahan itu
wajib dengan dasar yang mewajibkan belajar kedokteran dan
mengajarkannya dan menguasainnya dengan perbuatannya dengan amalnya
terhadap umat. Supaya beberapa golongan bisa menjadi sepertinnya.

Ini adalah dasar wajibnya atas seseorang yang mengkhususkan di
dalam profesi dokter bedah di dalam ilmu kedokteran dan mengobati orang-
oramg sakit dan adakalannya bedah itu diperuntukkan untuk tujuan
kepentingan yang lain, untuk membedah terhadap jasad korban
pembunuhan, untuk mengetahui sebab-sebab kematiannya, untuk
menyatukan kasus situasi kondisi dan keadaannya. Dan hal-hal yang
melingkupinnya. Dan menetapkan dasar dan mengambil kesimpulan di
dalam kasus atas ketetapan jinayah bagi orang yang pembunuhnya atau
mengikuti atas penuduh. Maka tidak ada keraguan sedikitpun di dalam
kebolehannya. Sehingga beliau berkata bedah mayat itu tidak suatu hal yang

hina” 22

Dalam syariat Islam apabila mayat yang sudah dikuburkan tidak boleh
dibongkar (haram dibongkar) karena hal itu akan merusak kehormatan
mayat, kecuali kalau terjadi hal-hal sebagai berikut : mayat yang dikubur
belum dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalatkan, tidak menghadap
kiblat, dikuburkan di tanah yang dirampas atau dibungkus dengan kain yang
dirampas, sedangkan empunya minta dikembalikan, atau kedalam kuburan

itu terjatuh suatu barang yang berharga. Jika terjadi salah satu hal-hal

2Yal-Muhdzab juz 2, hal. 122-123
*’Syeikh husen makhluf, Fatawi As-sar’iyyah wa al-buhus al-islamiyah, hal. 50-52
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tersebut kuburan boleh dibongkar sebelum mayatnya membusuk. Adapun
membongkar kuburan yang sudah lama, tidak ada halangan, asal mayat
sudah hancur, berarti tulang-tulangnya sudah hancur.”

Dalam Hadist Nabi tidak ditemukan keterangan yang sarih tentang
otopsi yang dapat ditemukan hanya dalil-dalil dari surah nabawiah yang
berbicara tentang larangan merusak tulang mayat. Selain itu terdapat
perbendaan pendapat diantara ulama tentang hukum membedah perut
mayat. Hanya saja masalahnya tidak sama persis dengan otopsi. Mereka
membedah perut mayat bila mayat itu menelan harta atau di dalamnya
terdapat janin yang masih hidup.

Dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa kemungkinan
pembedahan dapat disebabkan oleh beberapa hal diantarannya :

1.  Untuk mengeluarkan janin
Bila seorang ibu meninggal dunia, dalam keadaan hamil, dan bayi
yang dikandungnya masih dalam keadaan hidup. Dalam hal ini para
ulama berselisih dalam menentukan hukumnya, apakah harus dibedah
perut ibu atau tidak.

a. Menurut Imam Malik dan Ahmad

Mengatakan tidak boleh dibedah perut seorang ibu meskipun bayi
yang dalam kandungannya masih hidup, namun dikeluarkan

dengan cara diambil dari jalan Farji oleh tenaga medis.

» Sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Bandung : Sinar Baru Algasindo, 2005), hal. 187
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b. Sedangkan Menurut Imam Syafi’i, Ibnu Hazm dan sebagian
ulama Malikyah mengatakan bahwa dalam keadaan seperti itu
dibedah perut ibu demi keselamatan bayi dalam kandungannya.

c. Menurut Ulama Syafi’i
Bahwa jika yang meninggal adalah seorang perempuan dan
didalam perutnya ditemukan janin yang masih hidup, maka perut
perempuan itu dibedah dalam keadaan darurat, maka pembedahan
ini boleh dilakukan kalau ada harapan janin itu untuk hidup atau
berumur 6 bulan keatas. Jika kurang dari 6 bulan tidak ada
harapan untuk hidup, maka pembedahan itu haram dilakukan.

d. Menurut Mazhab Maliki perut mayat tidak boleh dibedah
Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan
bahwa “memecah tulang mayat sama haramnya dengan memecah
tulang manusia yang hidup”. (H.R. Abu Daud dari Aisyah binti
Abu Bakar).”* Seiring dengan kewajiban terhadap mayat, yakni
memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan
sebagai penghormatan bagi mayat.

e. Ulama Mazhab Hanafi sependapat dengan Mazhab Syafi’i
Bahwa jika ada sesuatu yang bergerak dan diduga yang bergerak
itu adalah janin yang masih hidup, maka perut ibu boleh dibedah

demi membela kehormatan yang masih hidup.

24Bukhari, Mukhtashar Shahih Al-Imam Al- Bukhari, cet. 3, jilid 7, terj. As“ad Yasin dkk.,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Hadits ke-5246
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Senada dengan pendapat ini menurut Syekh Yusuf Dajwi (guru
besar hukum Islam Mesir) mengatakan bahwa “bedah mayat itu
merupakan darurat pada keadaan tertentu, seperti kematian yang
diduga karena pembunuhan sehingga pembunuh sesungguhnya
dapat diketahui.”

Mengeluarkan benda berharga di dalam tubuh mayat

Jika seorang mayat menelan barang atau benda milik orang lain
dan dia mati kemudian pemiliknya menuntut maka perutnya dibedah
dan bendanya itu dikembalikan. Dan jika benda atau zat itu milik
mayit sendiri maka ada 2 pendapat :

- Tubuh mayat di bedah karena sesungguhnya benda atau zat tadi
menjadi warisan harta peninggalan maka hukumnya seperti halnya
milik orang lain.

- Tidak boleh dibedah karena melakukan pembedahan bisa
menyebabkan kerusakan pada zat tersebut di dalam kehidupannya.
Maka tidak ada hubungannya dengan hak-hak waris.

Untuk kepentingan Penegakan Hukum

Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau
dokter pada rumah sakit harus diperlukan secara baik dengan penuh
penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat
identitas mayat yang dilakukan dengan diberi cap jabatan yang
diletakan pada ibu jari kaki atau bagian lain pada mayat.

Untuk mengetahui status hukum terhadap tindakan otopsi mayat

yang digunakan sebagai pembuktian hukum di pengadilan dengan
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menggunakan teori Qawa’id al-Fighiyah dapat diterapkan kaidah-
kaidah berikut ;
a. Kaidah Pertama
Dol il Yl e
“kemudaratan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak
kemudaratan yang bersifat umum”

Berdasarkan kaidah di atas, kemadharatan yang bersifat
khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemadharatan yang
bersifat umum. Sebuah tindakan pembunuhan misalnya, adalah
tergolong tindak pidana yang mengancam kepentingan publik atau
mendatangkan mudaharat ‘am. Untuk menyelamatkan masyarakat
dari rangkaian tindak pembunuhan maka terhadap pelakunya harus
diadili dan dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bukti-
bukti atas tindakan pembunuhan yang dilakukanya harus diperkuat
agar ia dapat dihukum dan jangan sampai bebas dalam proses
pengadilan, sungguhpun untuk pembuktian itu harus dengan
melakukan otopsi atau membedah mayat korban.

Didalam hukum Islam. Suatu tindakan yang dilandasi oleh
alasan untuk menjamin keamanan dan keselamatan diri orang yang

hidup harus lebih diutamakan daripada orang yang sudah mati.

»Walid bin Rasyid as-Sa’idan, Al-Qawaid asy-Syar’iyyah fi al-Masa’il ath-thibbiyah,ter;.
Muhammad Syafii Masykur, (Yogyakarta : Pustaka Fahima, 2007), hal. 81



23

b. Kaidah Kedua

Pty o SNy gl me ol Y

“Tiada keharaman dalam kondisi darurat, dan tidak ada makruh
dalam kondisi hajat”

Kaidah kedua ini menyatakan bahwa tiadanya keharaman
dalam kondisi darurat, seperti halnya tidak adanya kemakaruhan
dalam kondisi hajat. Maka jika otopsi di atas dipahami sebagai hal
yang bersifat darurat, artinya satu-satunya cara membuktikan, maka
otopsi itu sudah menempati level darurat, dan karena itu status
hukumnya dibolehkan.

4.  Untuk penelitian [lmu Kedokteran

Menurut Umar Hubais mempelajari ilmu kedokteran adalah
wajib atau fardhu kifayah bagi umat Islam, karena Rasul sendiri
berobat, memberi obat serta menganjurkan untuk berobat.

Salah satu ilmu kedokteran yang sangat penting adalah ilmu
bedah. Ilmu ini menghajatkan pengetahuan yang luas dan dalam
tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Untuk mengembangkan
ilmu ini maka penyelidikan terhadap organ tubuh manusia menjadi
sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan, jika perlu mengadakan
pembedahan dan pemeriksaan tubuh mayat, memeriksa susunan
syaraf, rongga perut dalam rangka. Hal demikian dimaksudkan agar

seorang tenaga medis (dokter) dapat menunaikan tugas profesionalnya

21bid, hal. 70
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dengan baik, memberikan pengobatan dan menyembuhkan penyakit
yang diderita pasien.

Dalam tinjauan Qawaid Fighiyah, status hukum bedah mayat
untuk keperluan penelitian ilmu kedokteran dapat ditentukan dengan
menggunakan kaidah-kaidah berikut :

a. Kaidah Pertama
Tl e ¥ ol YL
“Apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan karena dengan adanya
suatu hal, maka hal tersebut juga wajib”

Melalui kaidah pertama ini, dapat dipahami bahwa sebuah
kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaanya tanpa adanya
dukungan sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib pula.
Dalam kasus di atas, apabila seorang dokter tidak akan bisa
menjalankan tugas-tugasnya dengan baik kecuali bila ia memahami
seluk beluk anatomi tubuh manusia, maka untuk kepentingan yang
sesuai dengan profesinya ia harus memahami seluk-beluk anatomi
tubuh manusia, meskipun dengan jalan melakukan pembedahan
terhadap mayat.

b. Kaidah Kedua

sl S Bl

“Sebuah sarana sama hukumnya dengan tujuan”

*"bid, hal. 73
BIbid, hal. 83
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Melalui kaidah ini dapat dijelaskan, bahwa sebuah sarana
hukumnya sama dengan tujuan. Misalnya agama Islam mewajibkan
kepada umatnya untuk memelihara kesehatan, maka mempelajari
ilmu tentang kesehatan hukumnya wajib pula. Konsekuensi
lanjutanya adalah wajib pula menyiapkan prasarana dalam
menuntut ilmu kesehatan, termasuk sarana pratikum seperti
mempelajari anatomi tubuh manusia.

Meski secara umum merusak jasad adalah dilarang, namun beberapa
ulama kontemporer membolehkan atas dasar pertimbangan maslahat tapi
dengan beberapa syarat. Dalam ushul figh dikenal kaidah dengan

menyatakan :
29‘& . S s gl
- \(.,u.ld,,aul\\jc \upj\.’u\:\

Dalam hal ini maslahat bagi si mayat adalah hendaknya jasad tidak
dirusak, sedang maslahat umumnya dengan diadakan otopsi, beberapa

masalah terkait bisa mendapat solusi. Juga kaidah tentang mafsadah :

30 .
Logis | SO L 1) o Lgalias | 29y O U s o) L 13)

Otopsi  bisa menyebabkan mafsadah (kerusakan). Sedang
ketidaktahuan sebab kematian akibat penyakit berbahaya dan tidak

berkembangnya ilmu kedokteran adalah mafsadah jauh yang lebih besar.

Y Asjmuni A. Rahman, Quidah-qaidah Figh (Qawaidul Fighiyah), (Jakarta : Bulan
Bintang, 1976), hal. 29
**Ibid, hal. 30
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Dalam islam aturan tentang bedah mayat termasuk dalam perbuatan
jarimah ta’zir yang berhubungan dengan pelukaan. Imam Malik berpendapat
bahwa ta’zir dapat dikenakan jarimah pelukaan yang qishasnya dapat
dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum. Adalah sangat logis
apabila sanksi ta’zir dapat pula dilakukan pada pelaku jarimah pelukaan
selain gishas itu merupakan sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang
berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yang
berkaitan dengan jama’ah dijatuhi sanksi ta’zir. Sudah tentu percobaan
pelukaan merupakan jarimah ta’zir yang diancam dengan sanksi ta’zir.”'

Kaitanya dengan praktek bedah mayat di RS Bhayangkara Kediri
yang ditujukan untuk kepentingan forensik dan kepentingan klinis
membawa dampak positif untuk penyidik dan tim dokter untuk mencari
kelainan, kekerasan yang terjadi di dalam tubuh jenazah kemudian
mengaitkan penyakit-penyakit atau kekerasan yang ada sehingga bisa
diambil kesimpulan sebab pasti kematian, mekasnisme kematian dan cara
kematian untuk mencari dan menguatkan bukti. Hasil pemeriksaan otopsi
ditulis dalam sebuah surat keterangan dokter yang lazim disebut di dunia
kedokteran adalah Visum Et Repertum yakni laporan atau surat keterangan
dari seorang dokter untuk pengadilan dalam perkara pidana.

Dengan adanya penemuan baru tentang bedah mayat dalam perspektif
islam, bedah mayat yang dilaksanakan di RS Bhayangkara Kediri adalah

termasuk dalam jenis bedah mayat (otopsi) kehakiman/forensik. Di dalam

' A. Jazuli, Figh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam), (Jakarta :

Rajawali Pers, 200), hal. 177
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islam bedah mayat (otopsi) forensik itu dikategorikan dalam bedah mayat
untuk kepentingan penegakan hukum, dan dalam islam bedah mayat
tersebut boleh dilakukan karenakemadharatan yang bersifat khusus boleh
dilaksanakan demi menolak kemadharatan yang bersifat umum dalam artian
untuk menyelamatkan masyarakat dari rangkaian tindak pembunuhan maka
terhadap pelakunya harus diadili dan dihukum sesuai ketentuan hukum yang
berlaku. Bukti-bukti atas tindakan pembunuhan, kekerasan yang
dilakukanya harus diperkuat untuk proses pembuktian di pengadilan,
sesungguhnya untuk pembuktian itu harus dengan melakukan otopsi atau
membedah mayat korban.Bedah mayat (otopsi) selama tidak ada halangan
membedah tubuh mayat jika hal itu menjadi syarat upaya menyelamatkan
jiwa yang terhormat, atau mengungkapkan sebab kematian yang diperlukan
oleh masyarakat, atau mendapatkan informasi tentang penyakit yang

mengancam kehidupan masyarakat.





